SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021-2023

Menimbang

Mengingat

»

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja,
perlu disusun Indikator Kineija Utama di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-
2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6575);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6778);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelengggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Peijanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Pertaturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);



15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2021-2023.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai wunsur
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
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11.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari
berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja
pada tingkat pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan Kkinerja instansi
pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun
2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah
Provinsi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari
setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kineija Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam
Tahun 2018-2023, yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan

kegiatan yang dilaksanakan.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen
khususnya membandingkan tingkat kineija yang dicapai
dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan
indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pemantauan Kineija adalah  serangkaian kegiatan
pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan
atau program dengan menggunakan informasi hasil
pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta
antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis pemerintah provinsi, sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat Tujuan RPJMD adalah sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Tujuan Renstra Perangka Daerah
adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
Sasaran  Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Sasaran
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.



20.

21.

Sasaran Strategis Rencana Strategis Perangkat Daerah
adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat Program RPJMD adalah
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh
alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubemur ini sebagai

pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam

menyusun dokumen SAKIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kkinerja
secara baik; dan

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan Kkinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.
b.

pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;

penggunaan IKU; dan



C.

pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pengawasan.

BAB Il

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

(1)

2

3)

Pasal 5

IKU yang disusun Perangkat Daerah harus sesuai dan

selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.

IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator

kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya
merupakan indikator hasil; dan

b. IKU Perangkat daerah sekurang-kurangnya merupakan
indikator hasil.

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

a.

dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah,
kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang
relevan;

bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran
lainnya;

kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja;

kebutuhan data statistik pemerintah; dan

kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu

pengetahuan.
BAB llI
PENGGUNAANIKU

Pasal 7

IKU digunakan untuk:



a. perencanaan jangka menengah;

b. perencanaan tahunan;

C. penganggaran;

d. menyusun dokumen penetapan Kkinerja;
e. pelaporan akuntabilitas kinerja;

f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan.

Pasal 8

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana
termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat daerah

hams dinyatakan dengan IKU.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan
analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan
capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan
dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan
meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan

maupun informasi lainnya.

BAB IV
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING,
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengembangan
pelaksanaan IKU.

(2) Guna kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan
Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah atau Perangkat
Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas

kinerja.
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(3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem
perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi
capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban
program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.

(4) Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan IKU
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini  mulai berlaku pada tanggai

diundangkan.

Adgar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggai 19 - 4 - 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd
ALl MAZI

Ditetapkan di Kendari
pada tanggai 19 - 4 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai c”engan aslinya
Kepala Birc Hukum,

H. KAMA U, SH
NIP. 19621211 .98803 1001



NO

VISI
2

Terwujudnya
Sulawesi
Tenggara yang
Aman, Maju,
Sejahtera dan
Bermartabat

MISI
3

Meningkatkan Kualitas
Hidup Masyarakat agar
dapat Berdaulat dan
Aman dalam Bidang
Ekonomi, Pangan,
Pendidikan, Kesehatan,
Lingkungan, Politik,
serta Iman dan Tagwa

11

TUJUAN

4
Mewujudkan rasa
aman pada
berbagai aspek
kehidupan untuk
mencapai kualitas
hidup masyarakat
yang baik

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2021-2023

SASARAN INDIKATOR SASARAN KET.
5 6 7
Terpenuhinya kebutuhan Skor Pola Harapan

pangan pokok masyarakat Pangan (PPH)

Meningkatnya kualitas Angka Usia Harapan
layanan kesehatan dan Hidup
Pendidikan

Harapan Lama Sekolah

Indeks Aktivitas
Literasi Membaca

Terpeliharanya kualitas Indeks Kualitas
lingkungan dalam Lingkungan
pengelolaan sumber daya Hidup Daerah

alam berkelanjutan



Memajukan daya saing
wilayah melalui

penguatan ekonomi lokal

dan peningkatan
investasi

Meningkatkan
produktivitas dan
daya saing
perekonomian
daerah

Terciptanya ketertiban dan
ketentraman umum bagi
masyarakat dalam
menjalankan aktivitas sosial
budaya dan politik

Meningkatnya pendapatan
masyarakat berpenghasilan
rendah dan pelaku usaha
mikro dan kecil

Meningkatnya produktivitas
dan nilai tambah sektor
unggulan dan investasi
daerah

Meningkatnya penyerapan
tenaga kerja sektor
unggulan daerah

Indeks Demokrasi
Indonesia

Tingkat Kemiskinan

PDRB Perkapita
(ADHB)

Rata2 kontribusi
sektor

unggulan daerah
terhadap PDRB
(Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan;
Pertambangan dan
Penggalian; Industri
Pengolahan)

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)



Mendorong birokrasi
pemerintahan provinsi
yang modern, tata kelola
pemerintahan desa yang
baik, serta memberikan
bantuan kepada
kecamatan dan
kelurahan sebagai pusat
pelayanan pemerintahan

Meningkatkan
koneksivitas dan
kemitraan antara
pemerintah, swasta, dan
masyarakat dalam
rangka peningkatan daya
saing daerah melalui
pembangunan dan
perbaikan infrastruktur
serta aspek sosial
ekonomi

Mewujudkan tata
Kelola
pemerintahan
yang baik

Meningkatkan
daya

saing
antarwilayah

13

Meningkatnya akuntabilitas
dan transparansi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan,
kelurahan dan desa

Meningkatnya konektivitas
Antarwilayah

Berkembangnya kegiatan
ekonomi masyarakat
pedalaman dan kepulauan
serta daerah terisolasi dan
terpencil

Nilai SAKIP (Nilai)

Opini Laporan
Keuangan (Nilai)

Indeks Kepuasan
Pelayanan Publik

Indeks Desa
Membangun
(IDM)

Indeks Infrastruktur

Wilayah

Rasio Gini

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Birb Hukum, ttd

ALI MAZI

H. KAMARI, SH
NIP. 196212 1 198803 1



